SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta
menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan
non  perizinan perlu dilakukan  pendelegasian
kewenangan penyelenggaraan perizinan;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah,
Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam
penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala
DPMPTSP;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN

WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.



10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah
nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses
pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan
Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari
tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu
tempat.

Penyelenggara  DPMPTSP Daerah adalah  Pejabat
Pemerintah  Daerah  sesuai dengan  kewenangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
terpadu satu pintu.

Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau
kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan
dan akibat bahaya.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan
atau kegiatannya baik berupa perizinan baru dan

perpanjangan.



13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat
OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota kepada
pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah
mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia
yang menghasilkan produk/output baik berupa barang
maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha
yang digunakan sebagai acuan standar dan alat
koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan
statistik.

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP
Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga
kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan termasuk penandatangan baik secara
elektonik terintegrasi maupun manual;

c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP
dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.



Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini yaitu

mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan

pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti,

sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN
Pasal 4

(I) Gubernur mendelegasikan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Kepala DPMPTSP menyelenggarakan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Gubernur.

(3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
b. Perizinan Berusaha Non KBLI;

c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI dan;

d. Noperizinan

(4) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui
sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban
perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

(6) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, merupakan perizinan yang
pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-

undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.



(7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, secara rinci sesuai
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban

untuk:

a. Menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat;

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, baik sedang
dalam proses maupun pasca diterbitkan;

c. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-
masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidentil
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat
Daerah yang terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan
Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019
Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24-5-2022
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24-5-2022
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. FACHRIZA
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 13

NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR ) TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA  BERBASIS  RISIKO  DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DAFTAR SEKTOR DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Jenis Pelayanan

No | Sektor/Urusan . ..
Perizinan Nonperizinan
1 2 3 4
1 | Kehutanan 1. Tempat Penampungan Kayu | 1.Rekomendasi
Olahan(TP-KO); Persetujuan
2. Tempat Penimbunan Kayu Penggunaan
Antara dalam Kawasan Kawasan Hutan;
Hutan (TPK-Antara); 2.Pertimbangan
3. Tempat Penimbunan Telknis Gabertiun
'I"I:e;’?ali;tgr Kayu Bulat tentang
(TPT-KB); ) KegiatanUsaha
Pengumpulan Terdaftar Hasil Pempnifagian Hotan
Hutan Bukan Kayu(PTHHBK); Lindung:
Penetapan pengada/Pengedar Perignfaatat
benih dan/atau bibit Kasvassit.
terdaftar; -Pemanfaatan Jasa
Lingkungan.
- Pemungutan Hasil
Hutan
BukanKayu,;
2. | Lingkungan . Surat Keputusan Kelayakan . Persetujuan
Hidup Lingkungan Hidup untuk pernyataan
kegiatan wajib AMDAL kesanggupan
pengelolaan

. Perubahan Surat Keputusan

kelayakan lingkungan hidup
untuk kegiatan AMDAL

lingkungan hidup
untuk kegiatan
wajib UKL-UPL;

. Persetujuan

Dokumen Evaluasi
Lingkungan
Hidup(DELH)atau
Dokumen
Pengelolaan




Lingkungan
Hidup(DPLH);

3. Rekomendasi untuk
pengumpulan
limbah bahan
berbahaya dan
beracun skala
nasional;

Ketenagakerjaan

1

Izin Pesawat Uap/Ketel Uap

1.Pengesahan
Peraturan
Perusahaan(PPP);

2.Pendaftaran
Perjanjian Kerja
Bersama(PPKB);

3.Pencatatan
Perjanjian Kerja
Waktu
Tertentu(PKWT);

4.Surat Keterangan
Memenuhi
Persyaratan
Keselamatan dan
Kesehatan
Kerja(K3)Bejana
Tekan dan Tangki
Timbun;

5.Surat Keterangan
Memenuhi
Persyaratan
Keselamatan dan
Kesehatan
Kerja(K3)Pesawat
Tenaga dan
Produksi;

6.Pengesahan
Pemakaian Pesawat
Angkat dan Angkut;

7.Pengesahan
Sertifikasi Instalasi
Proteksi Alarm
kebakaran
Automatik;

8.Pengesahan
Sertifikasi Instalasi
Proteksi Kebakaran
Hydrant;

9.Surat Keterangan
Memenuhi




Persyaratan
Keselamatan dan
Kesehatan
Kerja(K3)Listrik di
tempat kerja;
10.Surat Keterangan
Memenuhi
Persyaratan
Keselamatan dan
Kesehatan
Kerja(K3)Instalasi
Penyalur Petir;
11.Surat Keterangan
Memenuhi
Persyaratan
Keselamatan dan
Kesehatan
Kerja(K3)Elevator
dan Eskalator;
12.Penetapan Panitia
Pembina
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;

Sosial . Izin Pengumpulan uang dan 1. Rekomendasi
Barang(PUB); Pengumpulan uang
. Izin Operasional Lembaga atau Barang (PUB).
Kesejahteraan Sosial (LKS); 2. Rekomendasi
. Izin Undian Gratis Undian Gratis
Berhadiah: Berhadiah.
3. Rekomendasi
Operasional
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial (LKS)
Pendidikan . Izin Penyelenggaraan

Operasional Sekolah Luar
Biasa (IPO-SLB)

. Izin Operasional

Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Atas (SMA) yang
Diselenggarakan Masyarakat

. Izin Operasional

Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMA)
yang Diselenggarakan
Masyarakat.

. Izin Pendirian Satuan




1.

Pendidikan formal yang
diselenggarakan masyarakat;

Kebudayaan [zin Membawa Cagar Budaya
Keluar Provinsi
Energi dan 1. IzinPengusahaan/Pemakaian 1.Wilayah izin Usaha
Sumber Daya Air Tanah Pertambangap
Mineral 2. Perpanjangan Izin (WIUP) Mineral
Pengusahaan/Pemakaian Air Bukan Logam
Porah dengan ketentuan:
3. Izin Pengeboran Air Tanah 1.berada dalam
4. lzin Penggalian Air Tanah 1(satu) daerah
5. Izin Usaha Penyediaan provinsi; atau
Tenaga- Listrik untlu.k 2. wilayah laut
Kepentingan sendiri ( 500 sampai dengan 12
Kilowatt) keatas; (e belas) mil
6. Perpanjangan Izin Usaha iy
Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Sendiri ( | 2-Wilayah izin Usaha
500 Kilowatt) keatas; Pertambangan
7. Izin Usaha Penyediaan Mineral bukan
Tenaga Listrik untuk logam Jenis
Kepentingan umum; tertentu  dengan
8. Perpanjangan izin Usaha ketentuan:
Penyediaan Listrik Untuk 1.berada  dalam
Kepentingan Umum; 1(satu) daerah
9. Penyediaan Tenaga Listrik provinsi:atau
uptuk Kepentingan sen.dm. 3 wilayak laut
10. Izin Usaha Jasa Penunjang .
Tenaga Listrik sampal dengan l?
11. Perpanjangan Izin Usaha igzta belasy mg
Jasa Penunjang Tenaga )
Listrik 3.Wilayah Izin Usaha
12. IUP-Tahapan Kegiatan xfggb”gg‘;man
Ekplorasi daletirzl razlgka PO —
penanaman mo dalam ’
negeri untuk komoditas 1.berada dalam 1
mineral bukan logam (satu) daerah
dengan ketentuan provinsi; atau
1. Berada dalam 1 (satu) 2.wilayah laut
daerah provinsi;atau, sampai dengan 12
2.Wilayah Laut sampai (dua belas) mil
dengan 12(dua belas) mil laut.
laut; 4.Penetapan harga
13.IUP-Tahapan Kegiatan patokan mineral

Operasi Produksi dalam
rangka penanaman modal

bukan logam;
5.Penetapan harga
patokan minerla




14.

1S

16.

17.

dalam negeri untuk
komoditas mineral bukan
logam dengan ketentuan

1. berada dalam 1 (satu)
daerah provinsi;atau

2. wilayah laut sampai
dengan 12(dua belas) mil
laut;

Perpanjangan IUP-Tahapan
Operasi Produksi dalam
rangka penanaman modal
dalam negeri untuk
komoditas mineral bukan
logam dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu)
daerah provinsi;atau

2. wilayah laut sampai
dengan 12 (dua belas) mil
laut;

[UP-Tahapan  Ekplorasi
dalam rangka penanaman
modal dalam negeri untuk
komoditas Mineral bukan
logam Jenis Tertentu
dengan ketentuan,;

1. berada dalam 1 (satu)
daerah provinsi;atau
2. wilayah laut sampai

dengan 12 (dua belas) mil

laut;

IUP-Tahapan Operasi

Produksi dalam  rangka
penanaman modal dalam
negeri untuk komoditas
Mineral bukan logam Jenis
Tertentu dengan Ketentuan:
l.berada dalam 1 (satu)
daerah provinsi; atau
2.wilayah laut  sampai
dengan 12 (dua belas) mil
laut;
Perpanjangan IUP-Tahapan
Operasi Produksi dalam
rangka penanaman modal
dalam negeri untuk
komoditas Mineral bukan
logam jenis tertentu dengan
ketentuan :

bukan logam jenis

tertentu;
6.Penetapan harga

patokan batuan;




1.berada dalam  1(satu)
daerah provinsi; atau
2.wilayah laut sampai
dengan 12 (dua belas) mil
laut;

18.IUP-Tahapan Ekplorasi

dalam rangka penanaman
modal dalam negeri untuk
komoditas batuan dengan
ketentuan:

1. Berada dalam 1 (satu)
daerah provinsi; atau

2. Wilayah laut sampai
dengan 12 ( dua belas ) mil
laut;

19.IUP-Tahapan Operasi

produksi dalam rangka
penanaman modal dalam
negeri untuk komoditas
batuan dengan ketentuan :

A Berada dalam 1
(satu)daerah provinsi;atau

2. Wilayah laut sampai
dengan 12 (dua belas) mil
laut;

20.Perpanjangan I[UP_Tahapan

21.

22,

23.

Operasi  Produksi dalam
rangka penanaman modal
dalam negeri untuk
Komoditas Batuan dengan
ketentuan:

¥, Berada dalam
1(satu)daerah provinsi;atau

2. Wilayah laut sampai
dengan 12 (dua belas) mil
laut;

Surat Izin Penambangan
Batuan (SIPB);

Izin Pertambangan Rakyat
(IPR);

Izin Pengangkutan dan
Penjualan untuk komoditas
mineral bukan logam;




24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Izin Pengangkutan dan
penjualan untuk komoditas
mineral bukan logam jenis
tertentu;

[zin Pengangkutan dan
penjualan untuk komoditas
batuan;

IUJP untuk 1 (satu) daerah
provinsi;

IUP untuk penjualan
komoditas mineral bukan
logam;

IUP untuk penjualan
komoditas mineral bukan
logam,;

IUP untuk penjualan
komoditas mineral bukan
logam jenis tertentu;dan

IUP untuk penjualan
komoditas batuan;

Perdagangan.

1. Surat Keterangan
Toko Bebas
Minuman Berakohol.

2. Surat Keterangan

Pengecer Terdaftar
Bahan Berbahaya
(PT B2).

Koperasi dan
UKM

Izin Usaha Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan
wilayah Keanggotaan lintas
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi.

Izin Pembukaan Kantor
Cabang Koperasi simpan
pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah,
Kabupaten/Kota dlam
1(satu) Daerah Provinsi.
Izin Pembukaan Kantor Kas
Koperasi simpan pinjam




untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan Lintas
Daerah , Kabupaten /Kota
dalam 1(satu) Daerah
Provinsi.

4. Izin Pembukaan Kantor
Cabang Pembantu untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/ Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi.

10. | Pertanian 1. Izin Usaha Budidaya Rekomendasi
Perkebunan Kesesuaian
2. Izin Usaha Perkebunan yang Perencanaan
terintegrasi antara Budidaya Pembangunan
dengan Industri pengolahan perkebunan
hasil perkebunan Provinsi
3. Izin Pemasukan / dariGubernur
Pengeluaran Hewan Antar Untuk IUP/IUP-
Provinsi B/IUP-P yang
4. Izin Peredaran Obat diterbitkan oleh
Hewan,Vaksin dan Bahan Bupati
diagnostik untuk Hewan Persetujuan
5. Izin Pemasukan / Gubernur
Pengeluaran Produk Hewan Perubahan Luas
antar Provinsi Lahan untuk
6. Izin Usaha Produksi Benih. Perusahaan yang
Berada di Lintas
Kabupaten
Persetujuan
Gubernur
Perubahan Jenis
Tanaman untuk
Perusahaan yang
Berada di lintas
Kabupaten.
persetujuan
Gubernur
penambahan
kapasitas industri
pengolahan hasil
untuk perusahaan
yang berada di
lintas kabupaten.
11. | Ketahanan 1.1zin edar pangan segar asal | - Registragi PSAT|
Pangan tumbuhan Produksi Dalam Produksi dalam

Negeri (PSAT-PD)pengalihan

negeri usaha kecil




kepemilikan;

. Izin edar Pangan segar asal

tumbuhan produksi dalam
negeri (PSAT-PD)permohonan
baru/perpanjang;

.Izin edar pangan segar asal

tumbuhan produksi dalam
negeri (PSAT-PD) perubahan
data;

. Izin edar pangan segar asal

tumbuhan produksi luar
negeri (PSAT-PL)pengalihan
kepemilikan;

. Izin edar pangan segar asal

tumbuhan produksi luar
negeri(PSAT-PL)permohonan
baru/perpanjang;

. Izin edar pangan segar asal

tumbuhan produksi luar
negeri (PSAT-PL)perubahan
data;

. Izin rumah

pengemasan(pengalihan
kepemilikan);

. Izin rumah

pengemasan(permohonan
baru/perpanjang);

. Izin rumah

pengemasan(perubahan
ruang lingkup);

(PSAT-PDUK)

2. Sertifikat Penerapan
penanganan  yang
Baik pangan segar
asal tumbuhan
(SPPB-PSAT)
pengalihan
kepemilikan,;

. Sertifikat penerapan
penanganan yang
baik pangan segar
asal
tumbuhan(SPPB-
PSAT)permohonan
baru/perpanjang/p
enambahan ruang
lingkup);

12.

Kelautan dan
Perikanan

Surat [zin Penngkapan Ikan
(SIPI) untuk Kapal Ukuran 5
GT-30 GT.

Surat Izin Kapal Pengangkut
Ikan (SIKPI) untuk Kapal
Ukuran 5 GT- 30 GT.
Penerbitan Izin Pengadaan
Kapal Penangkapan Ikan
dan Kapal Pengangkut Ikan.
Izin Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan.
Penerbitan Izin Pemanfaatan
Ruang Laut.

13.

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Lo

Izin sewa pakai Tanah
Pemerintah Provinsi
(ISPTPP) Bantaran sungai.
Izin Sewa Pakai Tanah.

Izin Pengambilan dan
Pemanfaatan Air
(SIPPA) permukaanpada




10.

11.

12.

wilayah sungai Kewenangan
Provinsi.

Izin Perpanjangan
Pengambilan dan
Pemanfaatan Air
(SIPPA) permukaan pada
wilayah sungai Kewenangan
Provinsi.

Izin Pembongkaran,
Pemanfaatan, Pengubahan
dan atau Pembongkaran
Bangunan dan atau Saluran
Irigasi pada Jaringan Irigasi
Primer dan Sekunder Dalam
Daerah Irigasi Lintas
Kabupaten/Kota dan
Daerah Irigasi Kewenangan
Provinsi.

Izin atas Penyediaan

Peruntukan,penggunaan
dan Pengusahaan Sumber
Daya Air Pada Sungai
Kewenangan Provinsi.

Izin Galian Pipa PDAM Yang
Terkena Jalan Provinsi.

Izin Galian Kabel Optik yang
Terkena Jalan Provinsi.

Izin Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Persampahan
Lintas Kab/Kota Daerah
Persampahan Kewenangan
Provinsi.

Izin perpanjangan izin
Pemanfaatan sempadan
sumber daya air.

Izin Pemanfaatan Bagian-
Bagian Jalan (Tiang
Reklame, Jembatan
Penyeberangan - Fly Over,
Tiang Listrik, Tiang Telkom
yang Terkena Jalan
Provinsi.

Izin Galian Pipa Pertamina
dan Gas yang Terkena Jalan
Provinsi.

14.

Pemuda dan
Olahraga

Izin Pemakaian Lapangan
Futsal Sport Centre Pantai
Panjang.

Izin Pemakaian Lapangan
Basket Sport Centre Pantai




o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Panjang.

Izin Pemakaian Lapangan
Volly Sport Centre Pantai
Panjang.

Izin Pemakaian Plaza
Terbuka Sport Centre Pantai
Panjang.

Izin Sewa Auning

I[zin Sewa Lahan Sport
Centre Pantai Panjang
[zin Sewa Bangunan
Panggung Pertunjukan
Izin Pemakaian Stadion
Semarak Sawah Lebar
Izin Pemakaian Gedung
Pemuda dan Olahraga
Izin Pemakaian Kolam
Renang Rafflesia Pantai
Panjang.

Izin Pemakaian Plaza
Terbuka Kawasan Sawah
Lebar Bengkulu.

Izin Pemakaian Lapangan
Volly Sawah Lebar

Izin Pemakaian Lapangan
Tennis Sawah Lebar

Izin Pemakaian Lapangan
Tennis Sport Centre Pantai
Panjang

[zin Sewa Lahan Parkir
Sport Centre Pantai Panjang
Izin Sewa Lahan Parkir
Sport Centre Sawah Lebar
Izin Sewa Lahan Parkir
Kolam Renang Rafflesia
Pantai Panjang

Izin Pemakaian Gedung
PABBSI

Izin Pemakaian Gedung
Sepak Takraw

Izin Sewa Lahan Kuliner
Kawasan Sport Centre
Pantai Panjang

[zin Sewa Lahan Sport
Centre Sawah Lebar

Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Rekomendasi Penelitian




16 | Industri Izin Usaha Industri Pengolahan
Hasil Perkebunan

17. | Pariwisata 1. Sewa Lahan Pantai Panjang 1.Rekomendasi

2. Sewa Lahan Taman Remaja Klarifikasi Hotel

2.Rekomendasi
Inventarisasi Barang
Pariwisata

3.Sertifikat Kartu
Tanda Pengena
Pemandu Pariwisata
(KTP3)

4. Rekomendas Izin
Event Penyelenggara.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H.ROHIDIN MERSYAH

esuai dengan aslinya
A BIRO HUKUM,
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